BABII
TEORI JUAL BELI, HAK DAN KEADILAN MENURUT HUKUM ISLAM
SERTA PERATURAN PENYALURAN BERAS KELUARGA

SEJAHTERA

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli ( &;Sf\ ) artinya menjual, mengganti dan menukar

(sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata jual beli dalam bahasa Arab

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: A

(beli). Dengan demikian kata é:lﬂ berarti kata “jual” dan sekaligus juga

kata “beli”.!

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang
dikemukakan oleh ulama figh, sekalipun substansi dan tujuan masing-
masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya
dengan:

e &y Je Juy Ju A

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”; atau

g4 . e . Ao, 4 Ay
e G g o 5 o 2 D

z

“Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui
cara tertentu yang bermanfaat”.

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2003), 113.
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Definisi ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan
cara yang khusus adalah ijab dan kabul, atau juga bisa saling
memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.
Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi
manusia, sehingga bangkai, dan minuman keras, tidak termasuk sesuatu
yang boleh diperjualbelikan karena barang seperti itu tidak bermanfaat
bagi Muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjualbelikan,
menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.?

Sayid sabiq mendefinisikannya sebagai berikut:
A e B Jy J B
“Saling menukar harta dengan harta atas/dasar suka sama suka.”
Skes Yy Ju i
“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan
milik”.
&l &uas July Ju i

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan
milik dan kepemilikan”.

Dalam definisi diatas ditekankan kepada “hak milik dan
kepemilikan”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus
dimiliki seperti sewa-menyewa.

Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan
antara madzhab Hanafi dan Jumhur Ulama. Menurut jumhur ulama yang
dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari
suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan ulama madzhab Hanafi

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang

2 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.
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mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak dapat

dijadikan obyek jual-beli.?

2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat
manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al Quran dan sunnah
Rasulullah saw. Terdapat ayat al Quran yang membahas tentang jual beli,
diantaranya*:

a. Surat al Bagarah ayat 275 yang berbunyi:

OC e % . 20 < _ E/
Artinya: “... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamka riba ...”.

b. Surat al Bagarah ayat 198:

/‘/a/ [ » 3
V“b" ) O Q\ C\.«.-> r,é::...).c U‘“'J
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki

hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”.®

c. Surat an Nisa’ ayat 29:

c

N e pEmis IS R 522 O

Artinya: “... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu ...”.”

~%

..

——‘\"\

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksidalam ..., 114.
4 Ibid.,

5 Al quran terjemahan

€ Ibid.,

7 Ibid.,



23

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah:®
a. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah
menyatakan:

(e ols)) ‘-f‘f 5 “”\ Lw\

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

b. Hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda:

(e dlyy) 1Ag s 228 ial G aa 2V Bpdlalh o G

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga)
dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada”.

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

ez 1 Jus e bl S & oo ade ol Lo 23 e
(Tl S sl A ol 485 0z S5

“Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai
pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW.
menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli
yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

f:

3. Rukun Jual Beli
Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli
itu dapat dikatakan sah oleh syara. Mengenai rukun jual beli terdapat
perbedaan antara pendapat madzhab ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.’
Manurut madzhab ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual

beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual

8 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 69.
9 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam ..., 118.
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beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan
transaksi jual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan
hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah)
yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam
bentuk ijab dan kabul atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi
(penyerahan barang dan penerimaan uang).

Sedangkan menurut Junhur ulama rukun jual beli itu ada empat
yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);

D

Sighat (lafal ijab dan kabul);
3. Ada barang yang dibeli;

4. Ada nilai tukar pengganti barang.'”

4. Syarat-syarat Sah Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:
pelaku akad, barang yang diakadkan, atau tempat berakad, artinya yang
akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain
berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.'!
1. Syarat syarat Pelaku Akad
Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki
kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak

kecil tidak bisa dinyatakan sah. Apabila penyakit gila yang diderita

10 Ibid.,

" Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 123.
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pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila),
maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan
akad yang dilakukannya saat gila dianggap tidak sah.

Akad anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang
benar dan yang salah maka sah akadnya, namun tergantung izin dari
walinya.

2. Syarat-syarat Barang Akad
Syarat-syarat barang yang diakad adalah sebagai berikut:
1. Suci (halal dan baik);
2. Bermanfaat;
3. Milik orang yang melakukan akad;
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad;
5. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-
lain);

6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak melakukan akad.!?

5. Bentuk-bentuk Jual beli Yang Dilarang
Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang
dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak

memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumya sah tetapi

12 Ibid.,
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dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi
ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.!?
1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai

berikut:

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh
diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram
juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, dan khamar (minuman
yang memabukkan).

b) Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) antara
lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan
di kolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam, dan anak
ternak yang masih dalam kandungan induknya.

c) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan
syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada
unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang
dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan
kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.

e) Jual beli yang dilarang karena aniaya.

13 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat ..., 91.
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f) Jual beli muhagalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di
sawah/di ladang.

g) Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih
hijau (belum pantas dipanen).

h) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.

i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

j) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah
yang kering.

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak

terkait, antara lain:

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar koa/pasar.

¢) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian
akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

d) Jual beli barang rampasan atau curian.'*

B. Teori Hak dalam Islam
1. Asal-usul Hak
Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan
membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini
dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia

tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia

14 Ibid.,
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memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu timbullah
pertentengan-pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu,
untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing- masing individu
perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang

lain.!3

2. Pengertian Hak
Pengertian hak secara etimologis mempunyai beberapa makna'®
yaitu:
a. Ketetapan dan kepastian, sebagaimana firman Allah dalam al Quran

surat Yasin ayat 7:

103 25 \125% 5 52 £ - 12t 2~ =<
Artinya: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan

Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak
beriman.!”

b. Menetapkan dan menjelaskan, sebagaimana firman Allah dalam al

Quran surat al-Anfal ayat 8:
v O5n 28 S 3 Jlndl gl G G

Artinya: Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan
membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.'®

15 Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1999), 119.

16 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2013), 66.

17 Kementerian Agama R, A/ Qur’an Keluarga, (Bandung: Fitrah Rabbani), 440.
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c. Kewajiban yang terbatas, sebagaimana firman Allah dalam al Quran

surat al-Baqgarah ayat 241:

o 5l Je Gs 5yl c’mﬁaw» HVSANS

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut ah menurut yang makruf, sebagai
suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.!’

S E\\

d. Kebenaran sebagai lawan kebatilan, sebagaimana firman Allah dalam

al Quran surat Yunus ayat 35:

t
\)

& _ 2 s 2 i o 2
= o o’d‘é S%oﬂr—%’f@ﬁwdﬁdﬁ

wj,.g,w,sra

Artinya: Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada
yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang
menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang
menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah
orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi
petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah
kamu mengambil keputusan.?°

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama

yaitu:

8 Ibid., 177.
19 Ibid., 39.
2 Ibid., 213.
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1) Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan
antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun
harta-benda.

2)Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau
sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.?!

Ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan ulama figih.
Menurut sebagian ulama muta’akhirin (generasi belakangan) hak
adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’. Syekh Ali al
Kahfifi, ahli figih asal mesir, mengartikannya sebagai kemaslahatan
yang diperoleh secara syara’. Mustafa Ahmad az-Zarqa, ahli figih
Yordania asal Suriah mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan
yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi,
Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M), ahli fikih Madzhab Hanafji,
mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung.?

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli figih kontemporer dari
Suriah, definisi yang komprehensif adalah yang dikemukakan Ibnu
Nujaim danMustafa Ahmad az-Zarqa. Karena dari kedua definisi itu
tercakup berbagai macam hak, seperti hak-hak Allah SWT. terhadap

hamba-Nya (shalat, puasa, dan lain sebaginya), hak-hak yang

2 Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh ..., 120.
22 Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,

1997), 486.
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menyangkut perkawinan, hak-hak umum (hak Negara dan harta

benda), dan hak non materi (hak perwalian atas seseorang).”’

3. Rukun Hak

Ada dua rukun hak menurut para ulama figih, yaitu pemilik hak
dan objek hak, baik sesuatu yang berasal dari materi maupun utang.
Yang menjadi pemilik hak dalam pandangan syariat Islam adalah Allah
SWT., baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau
hak-hak secara hukum, seperti perserikatan dan yayasan, yang dalam
istilah figih disebut al-syakhsiyyah al-i’tibariyyah. Seorang manusia ,
menurut ketetapan syara’ telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih
didalam janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkan dengan penuh apabila
janin lahir ke dunia dengan selamat. Namun hak-hak pribadi yang

diberikan Allah SWT. ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.>*

4. Macam-macam Hak
a. Dari segi kepemilikan, hak dapat dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu:
1)Hak Allah SWT., yaitu seluruh bentuk yang bisa mendekatkan diri
kepada Allah SWT., mengagungkan-Nya, dan menyebarluaskan
syiar agama-Nya, seperti melalui berbagai macam ibadah, jihad
(perang), amar makruf nahi mungkar; atau untuk mencapai

kepentingan dan kemaslahatan umum di alam ini, seperti

2 Tbid.
*1bid., 486.
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penanggulangan berbagai persoalan yang berkaitan dengan
tindak pidana serta sanksi-sanksinya (jarimah) dan pemeliharaan
terhadap perangkat-perangkat kepetingan umum. Hak-hak Allah
SWT. ini tidak bisa dikaitkan dengan hak-hak pribadi. Seluruh
bentuk hak Allah ini tidak bisa digugurkan baik melalui
perdamaian maupun pemaafan, dan tidak boleh diubah. Lebih
lanjut ulama figih menyatakan bahwa hak-hak Allah SWT. ini
tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.

2)Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara
kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak manusia,
seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, mengubahnya, dan
dapat dapat diwariskan kepada ahli waris. Misalnya, pewarisan
hak gisas (pembunuhan) kepada ahli waris.

3)Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT. dan hak
manusia. Pada gabungan hak ini adakalanya hak Allah SWT.
lebih dominan dan adakalanya hak manusia lebih dominan.
Misalnya, dalam masalah iddah terdapat dua hak, yaitu hak Allah
SWT. berupa pemeliharaan terhadap nasab janin dari ayahnya
agar tidak bercampur dengan nasab suami kedua, dan terdapat
hak manusia yaitu pemeliharaan terhadap nasab anaknya. Akan
tetapi, dalam kasus ini hak Allah SWT. menurut ulama figih
lebih dominan, karena pemeliharaan terhadap nasab seseorang

merupakan kepentingan setiap orang dan merupakan hak
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masyarakat dan hak tersebut tidak bisa dimaafkan, digugurkan,

atau diubah. Dalam kasus qgisas juga tedapat dua hak. Yaitu hak

Allah SWT. berupa tindakan preventif bagi masyarakat tindak

pidana pembunuhan, dan hak manusia yaitu sebagai penawar rasa

kemarahannya dengan menghukum pelaku pembunuhan dengan
membunuhnya. Dalam gisas ini, yang lebih dominan adalah hak
manusia sehingga mereka boleh memaafkan, mengguurkan, atau
mengubha hukumannya.?
b. Dari segi objek atau substansinya hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1)Hak syakhsi, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada
seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum
syara.

2)Hak aini, adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan
yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia
dengan benda tertentu. Macam-macam hak ain7 antara lain:

a) Hak milkiyyah adalah kekuasaan atas suatu benda yang
memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk
mentasharufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak
ada halangan syara.

b) Hak /ntifa’ adalah hak untuk memanfaatkan harta benda

orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara.?

% Ibid., 487.
26 Ghufron Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 46-
49.
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¢) Hak irtifag adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak
bergerak (tanah).?’

d) Hak istihan adalah hak yang diperoleh dari harta yang
digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.

e) Hak 7htibas adalah hak menahan sesuatu benda seperti hak

menahan benda yang ditemukan.?®

5. Sumber atau Sebab Hak

Ulama figih sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab
adanya hak itu adalah syara. Namun demikian, adakalanya syara
menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya
melalui suatu sebab. Syara yang menetapkan hak-hak secara langsung
tanpa sebab seperti perintah melaksanakan berbagai ibadah, memberikan
nafkah kepada kerabat, larangan melakukan berbagai bentuk tindak
pidana, larangan mengonsumsi hal yang diharamkan, dan kebolehan
memanfaatkan seluruh yang baik. Sedangka syara yang menetapkan hak
melalui suatu sebab, misalnya dalam persoalan perkawinan. Akibat dari
suatu perkawinan muncullah hak dan kewajiban membayar nafkah. Istri
mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, mucul pula hak waris-

mewariskan antara suami dan istri, dan sebagainya.

27 Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam : Suatu Pengantar, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 271.
28 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 36.
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Ulama figih menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau
penyebab disini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syara
atau diakui oleh syara. Atas dasar itu, menurut ulama figih, sumber hak
itu ada lima :

1) Syara, seperti berbagai ibadah yang telah diperintahkan.

2) Akad, seperti akad jual-beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan
hak milik.

3) Kehendak pribadi, seperti janji dan nadzar.

4) Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang atau melunasi
utang orang lain.

5) Perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi rang lain, seperti
mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya

dalam menggunakan milik seseorang.?’

6. Akibat Hukum Suatu Hak
a. Perlindungan hak Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk
setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau
penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat
memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi
suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam

Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu,

2% Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopeds ..., 489.
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diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak

agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.3°

. Penggunaan hak Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu

untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak
bertentangan dengan syari’at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang
menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan
uang untuk berjudi.’!

Selain harus sesuai dengan syariat, penggunaan hak juga tidak
boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga
perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus
sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.3? Sebagaimana

yang tercantum dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.*3

30 Ghufron Mas’adi, Figh Muamalah ..., 37.

31 bid., 38.
32 1bid., 39.

3 Kementerian Agama RI, A/ Qur’an ..., 83.
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Namun menurut Khalid M. Ishaque, dalam tulisannya yang
berjudul “Human Rights in Islamic Law” Hukum HAM dalam
Hukum Islam, termuat dalam “7he Review, International
Commission of Jurits, 1974:30-39), telah merinci HAM menurut
pandangan Islam kedalam sebelas butir yang diurai dan dibentangkan
dengan merujuk pada nash al Quran, yaitu sebagai berikut:3
1)Hak untuk hidup (Rights to life); menurut al Quran, nyawa

manusia itu suci schingga tidak diharamkan untuk dibunuh

sebagaimana dijelaskan dalam al Quran surah al Maidah ayat 5:
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Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia,
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan
karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia
telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui
batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.??

34 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in
Democratiche Rechtsstaat), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 90-92.
35 Kementerian Agama RI, A/ Qur’an ..., 107.
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2) Hak untuk memperoleh keadilan (Rights to justice); merupakan

salah satu tugas kerasulan Nabi Muhammad saw. Tugas utama
dan pertama Nabi Muhammad saw. adalah untuk menegakkan
keadilan. Tugas ini merupakan tanggung jawab seluruh
masyarakat dan badan-badan pemerintahan. Perintah berlaku adil

ini dijelaskan dalam al Quran surah al-Maidah ayat 8:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.>¢

3)Hak persamaan (Equal rights); dalam al Quran hanya

menunjukkan satu kriteria yang dapat menjadikan seseorang
lebih tinggi daripada yang lainnya, yaitu kelebihan takwanya.
Perbedaan atas dasar keturunan, kesukuan, warna kulilt atau
tanah air tidak dapat diperhitungkan sebagaiamana firman Allah

dalam al Quran surah al Hujurat ayat 13:

% Ibid., 108.
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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.?”

4) Kewajiban memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, dan hak

untuk tidak patuh terhadap apa yang tidak sesuai dengan hukum
(Supermation of law and Law enforstmen). Telah diperintahkan

dalam al Quran surah al Maidah ayat 2:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
melanggar syi ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-
ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.

37 1bid., 517.
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Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.3®

5) Hak kebebasan ( Liberty rights); salah satu fitrah manusia sehingga

tidak seorangpun apakah ia nabi atau raja yang dapat
merampasnya dengan cara-cara yang tidak benar sebagaimana

firman Allah SWT. dalam al Quran surah al Imran ayat 79:
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Artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan
kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata
kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-
penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia
berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena
kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap
mempelajarinya.>

6) Hak kebebasan dalam kepercayaan adalah pilihan spiritual bagi

manusia sesuai fitrah kemanusiannya sebagaimana firman Allah

SWT. dalam al Quran surah al Baqarah ayat 256:

3% Ibid., 106.

¥ 1bid., 60.
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Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*°

7) Hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (Rights to truth);

bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk
menyatakan kebenaran, pendapat yang benar tanpa harus merasa
takut meskipun itu pahit baginya sebagaiman dijelaskan dalam al

Quran surah an Nisa’ ayat 135:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan.*!

40 Tbid., 42.

“1bid., 100.
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8)Hak mendapat perlindungan terhadap penindasan karena
perbedaan agama, merupakan konsekuensi dari dilarangnya suatu
paksaan dalam beragama.

9) Hak untuk mendapat kehormatan dan nama baik; merupakan salah
satu unsur kelanggenan masyarakat karena dalam Islam,
perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan anggota
masyarakat merupakan unsur utama dalam nilai-nilai sosial yang
harus dijaga oleh setiap orang terutama badan-badan
pemerintahan. Seperti dijelaskan dalam al Quran surah al Ahzab

ayat 60:

% ’;‘ ,5,‘0/ }f/‘/“ }Z .« ’;’0/ 4 5.1)” e ,6 3
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Artinya: Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik,
orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang
yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu),
niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka,
kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah)
melainkan dalam waktu yang sebentar.*?
10) Hak ekonomi (Rights to economic); dalam Islam telah digariskan
bahwa setiap orang berkewajiban memperoleh pendapatan dan
penghasilan secara legal, memberikan sumbangan kepada dana

umum yang disediakan bagi orang-orang yang membutuhkan

seperti firman Allah SWT. dalam al Quran surah al Insan ayat 8:

2 1bid., 426.
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Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya
kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*

11)Hak untuk memiliki (Rights to property), dalam Islam telah

diperintahkan untuk mencari harta dan apapun yang dibutuhkan

oleh manusia (rezeki) yang sudah ditegaskan ditegaskan dalam

al-Quran surah al Jumuah ayat 10:
Al J&5 oo 155l 2T 3 1580 SLAT comd 56

v &S LA 1S ATy
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung.**

C. Teori keadilan dalam Islam
Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan yang merupakan
prinsip yang penting sebagaimana Allah SWT. memerintahkan untuk
berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain dalam

surah an Nahl ayat 90:%3
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+ Ibid., 579.

“ Ibid., 554.

45 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 76.
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.#6

Adil ini mengandung pengertian menyeluruh, dan meliputi semua
norma tingkah laku yang baik. Walaupun demikian, bahkan agama Islam
menuntut adil ini kepada makna yang lebih mendalam dan lebih manusiawi
lagi. Maksud yang dikehendaki disini bahwa agama Islam menuntut agar
semua manusia mengerjakan berbagai kebaikan sekalipun barangkali tidak
dituntut sepenuhnya oleh rasa keadilan itu sendiri, misalnya membalas
perbuatan jahat dengan kebaika, atau membantu orang yang didunia ini
sebenarnya tidak berhak mendapatkan pertolongan dari kita. Tentu saja
hendaknya kita memenuhi berbagai tuntutan orang-orang yang diperlukan
dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, hendaknya kita
senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang. Semua perbuatan
yang dianggap tidak baik dan memalukan, semua bentuk pengingkaran akan
hukum Allah SWT. secara nyata maupun tersembunyi pada batiniah manusia
agaknya merupakan persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Oleh karena
itu, perbuatan-perbuatan tersebut hendaknya dicegah dan dijauhi oleh

manusia.*’

46 Kementerian Agama RI, A/ Qur’an ..., 277.
47 A. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), 5.
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Keadilan di dalam hukum Islam menempati kedudukan yang lebih
tinggi dibandingkan keadilan formal dalam hukum Romawi maupun hukum
buatan manusia yang lainnya. Keadilan dalam Islam bahkan lebih memasuki
rasa keadilan yang jauh lebih dalam dari yang pernah dipikirkan oleh para
filosofi Yunani. Keadilan dalam Islam jauh menjangkau ke lubuk hati yang
paling dalam, lantaran kita ini berbuat dan bertindak laku dengan kehendak
Allah SWT. Yang Maha Mengetahui segala sesuatu bagi niat dan gerak
tindakan kita.

Adil atau keadilan itu berasal dari sifat Allah SWT. Menegakkan
keadilan dengan tegar berarti suatu kesaksian dan membela agama Allah
SWT. sekalipun menurut anggapan kita (untuk sementara waktu) akan
merugikan kepentingan sendiri ataupun kepentingan mereka yang dekat dan
sayang kepada kita.*®

Banyak ayat yang tersebar dalam surat-surat al Quran yang
memerintahkan agar kaum muslimin berlaku adil. Secara terus-menerus
tanpa bosan-bosannya, Allah SWT. memerintahkan para rasul-Nya untuk
melakukan tiga perintah yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan
menunjukkan kepada seluruh umat manusia agar menuju jalan petunjuk

keselamatan. Firman Allah dalam surah al Hadid ayat 25:

* Ibid., 21.
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan

bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi

Maha Perkasa.®’

Ada tiga hal yang disebutkan dalam kandungan ayat di atas. Tiga hal
yang dimaksudkan adalah al-kitab, timbangan, dan kekuasaan. Tiga hal ini
merupakan lambing untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Wahyu,
mengandung perintah untuk berbuat baik dan melarang melakukan perbuatan
jahat; keadilan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan
haknya; dan kekuasaan hukum yang kuat yang mampu memberikan sanksi-
sanksi kepada para pelaku tindak kejahatan.>°

Sangat banyak ayat al Quran yang menegaskan pentingnya
penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini
Allah SWT. tidak hanya menggunakan kata a/-‘adl saja, tetapi juga kata-

kata al-wazn/al-mizan, al-gist, dan as-wasat. Ini menunjukkan bahwa

keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan

4 Kementerian Agama RI, A/ Qur’an ..., 541
50 A. Rahman, Penjelasan Lengkap ..., 4
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ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan
tatanan kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik
maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga.
Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan
tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami
goncangan.”!

Allah SWT. memerintahkan kepada manusia agar berlaku adil dan
siapa saja yang melanggar perintah ini akan menghadapi sanksi hukuman-
hukuman yang mengerikan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah

SWT. dalam surat an Nahl ayat 90:

>
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.>?

Nabi Muhammad saw. diperintah oleh Allah SWT. untuk
menyampaikan kepada sekalian umat manusia agar berlaku adil sebagaimana

difirmankan dalam surah al A’raf ayat 29 sebagai berikut:

3! Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), 238.
52 Kementerian Agama RI, A/ Qur’an ..., 277.
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Artinya: Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan".
Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang
dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.
Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian
pulalah kamu akan kembali kepada-Nya).>?

Keadilan harus ditegakkan bagi semua orang dan semua golongan

manusia, sungguhpun harus bertentangan dengan kepentingan pribadi, orang

tua maupun sanak saudara. Sungguh tidak ada perbedaan antara si kaya dan

si miskin. Si kaya dan di miskin itu semuanya hamba Allah SWT. dan harus

diadili berdasarkan kitab Allah. Disebutkan dalam surat an Nisa ayat 135

sebagai berikut:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.>*

h\

8\

53 Ibid., 153.
> 1bid., 100.
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Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip
muamalah yang melarang adanya unsur riba, dzalim, maysir, gharar, obyek
transaksi yang terlarang.>

Tebusan ( ‘adl) berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya
yang sama, setara dan seimbang. Ketika seseorang berbuat baik maka dibalas
dengan kebaikan pula, begitu pula pula sebaliknya apabila berbuat jahat
maka deibalas dengan kejahatan pula, dan itu adalah adil. Akan tetapi jika
berbuat jahat tapi dimaafkan atau tidak membalasnya dengan kejahatan juga
maka masuk kategori ihsan bukan adil.

Selain bermakna menyamakan (a/-musawah), al-‘adl juga memiliki
makna lain, seperti memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Makna

ini dapat ditemukan dalam surat an-Nisa’ ayat 58, Allah SWT berfirman:>°

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.>’

55 Fathuurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Seajarahm Teori, dan Konsep (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), 155.

36 Akhmad Saikuddin, “Konsep Keadilan dalam Al Qur’an (Telaah Kata a/-‘Ad/ dan al-Qist
dalam Tafsir a/-Qurtubi)”, dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada 22 April 2017.

57 Kementerian Agama RI, A/ Qur’an ..., 87.
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D. Peraturan Penyaluran Beras Keluarga Sejahtera
1. Pedoman Umum (Pedum) 2017

Pedoman Umum Rastra atau selanjutnya disebut Pedum adalah panduan
pelaksanaan Rastra untuk tingkat nasional yang berisi tentang kebijakan
umum yang mengatur mekanisme pelaksanaan program Rastra yang
berlaku secara nasional. Pedoman Umum Rastra sebagai panduan
pelaksanaan  yang  diformulasikan  dari masukan  berbagai
Kementrian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota yang dapat ditinjau ulan untuk disesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang berkembang oleh Tim Koordinasi Rastra
Pusat.’®

Dasar hukum yang mengatur Pedoman Umum ini diantaranya adalah
UU No 17 tahun 2003 tenang Keuangan Negara, UU No 18 tahun 2012
tentang Pangan, UU No 18 tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun 2017, Peraturan Pemerintah NO 17 tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden No 15 tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi
Presiden No 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras
dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Penetapan Pagu Rastra
a. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah keluarga sasaran kepada keluarga

penerima manfaat (KPM). Pagu Rastra Nasional merupakan hasil

58 Pedoman Umum Subsidi Pangan (RASTRA) tahun 2017, 30.
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kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
yang dalam situasi dan kondisi tertentu pemerintah dapat menambah
alokasi Pagu Rastra Nasional.

b. Pagu Rastra Provinsi yang dialokasikan untuk KPM Rastra
ditetapkan oleh Menteri Sosial dan pemerintah provinsi dapat
membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang
dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM yang didanai
oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

c. Sedangkan Pagu Rastra Kabupaten/Kota ditentukan oleh Gubernur
dan Pagu Rastra kecamatan dan Desa/Kelurahan ditentukan oleh
Bupati/Walikota.>

3. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai Titik Distribusi (TD)

a. Penyediaan beras untuk KPM Rastra menjadi tugas dan tanggung
jawab Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau
50kg/karung dalam kemasan berlogo Perum BULOG.

b. Sebelum penyaluran dapat dilakukan, pengecekan kualitas beras oleh
Tim Koordinasi rastra di Gudang Bulog dibuktikan Berita Acara
yang ditandatangani oleh pihak Bulog dan Tim Koordinasi Rastra
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa.

c. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan kecuali jika

terdapat kendala antara lain musim panen, keadaan geografis,

% 1bid., 32-34.



52

iklim/cuaca, dan hambtan transportasi, sehingga panyaluran tidak
dapat dilakukan setiap bulan dan dapat diatur lebih lanjut di dalam
Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.®°
4. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TD sampai Titik Bagi (TB)
Penyaluran dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan dapat dilakukan secara regular oleh kelompok
kerja (Pokja) atau pelaksana Distribusi melalui warung dan Kelompok
Masyarakat.®!
5. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM
Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke
KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau
oleh KPM. Pihak pelaksana menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak
15Kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun.
6. Pembiayaan Harga Tebus Rastra (HTR)
HTR Rastra sebesar Rp. 1.600/Kg atau sesuai dengan kebijakan
pemerintah pusat di TD. Pembayaran ini prinsipnya dilakukan secara
tunai ditempat dan pelaksana distribusi Rastra langsung menyetorkan
HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau

disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat.®?

% Ibid., 39.
61 Ibid., 40.
62 Ibid., 41.



